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01

Sumber: https://ichtiarbaruvanhoeve.blogspot.com/2016/01/himpunan-peraturan-perundang-
undangan.html

4



C O L O R  P A L L E T E
( P A L E T  W A R N A )

Gunakan Eyedroper untuk 
mengambil warna di bawah

Bagian Ini Tidak Akan Muncul 
Pada Saat Slide Show

Eyedroper: shape format>shape 
fill/text fill>eyedroper

HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN 
DI INDONESIA

TIGA SUB 
BAHASAN

PENELUSURAN 
HUKUM

DOKUMENTASI 
HUKUM

HIERARKI 
PERUNDANG-
UNDANGAN

5



C O L O R  P A L L E T E
( P A L E T  W A R N A )

Gunakan Eyedroper untuk 
mengambil warna di bawah

Bagian Ini Tidak Akan Muncul 
Pada Saat Slide Show

Eyedroper: shape format>shape 
fill/text fill>eyedroper

Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) VI daring

PENELUSURAN: N PENELAAHAN; PENJAJAKAN

HUKUM: 
1. N PERATURAN ATAU ADAT YANG SECARA RESMI  
DIANGGAP MENGIKAT, DIKUKUHKAN OLEH PENGUASA 
ATAU PEMERINTAH; 
2. N UNDANG-UNDANG, PERATURAN, DAN SEBAGAINYA 
UNTUK MENGATUR PERGAULAN HIDUP MASYARAKAT;
3. N PATOKAN (KAIDAH, KETENTUAN) MENGENAI 
PERISTIWA (ALAM DAN SEBAGAINYA) YANG TERTENTU;
4. N KEPUTUSAN (PERTIMBANGAN) YANG DITETAPKAN 
OLEH HAKIM (DALAM PENGADILAN); VONIS.

01 01
PENELUSURAN 
HUKUM

Sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda
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TESAURUS BAHASA INDONESIA

PUSAT BAHASA

PENELUSURAN: n PELACAKAN, 
PENCARIAN, PENELAAHAN, PENJAJAKAN
(hlm. 507)

HUKUM: n ADAT, ASAS, DASAR, KADA, 
KAIDAH, KANUN, KEKUASAAN, KEPUTUSAN, 
KETENTUAN, KETETAPAN, LEMBAGA, 
NORMA, PATOKAN, PERATURAN, PERINTAH, 
PRINSIP, RASAM, SYAIRAT, TAKDIR, TIOREM, 
UNDANG-UNDANG, YURA; (hlm. 193).



C O L O R  P A L L E T E
( P A L E T  W A R N A )

Gunakan Eyedroper untuk 
mengambil warna di bawah

Bagian Ini Tidak Akan Muncul 
Pada Saat Slide Show

Eyedroper: shape format>shape 
fill/text fill>eyedroper

Hikmahanto Juwana, Legal 
Research Penelusuran Hukum dan 
Dokumentasi Hukum, Powerpoint, 
2020)

PENELUSURAN HUKUM 
DITERJEMAHKAN DARI 
LEGAL RESEARCH, YAITU 
SUATU PROSES UNTUK 
MENEMUKAN DI MANA 
ATURAN ATAU KAEDAH 
BERADA.Sumber: 

https://www.scribd.com/document/603321485/Legal-
Research-Penelusuran-Hukum-dan-Dokumentasi-

Hukum
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SUATU UPAYA PENCARIAN  PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIASAAN, 

KAEDAH, PUTUSAN, DAN KEPUTUSAN DI 

TEMPAT KEBERADAANNYA UNTUK 

KEBUTUHAN TERTENTU.

PENELUSURAN
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Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) VI daring

DOKUMENTASI: 
1. N PENGUMPULAN, PEMILIHAN, PENGOLAHAN, DAN 
PENYIMPANAN INFORMASI DALAM BIDANG PENGETAHUAN
2. N PEMBERIAN ATAU PENGUMPULAN BUKTI DAN 
KETERANGAN (SEPERTI GAMBAR, KUTIPAN, GUNTINGAN 
KORAN, DAN BAHAN REFERENSI LAIN): PANITIA DILENGKAPI 
DENGAN SEKSI PAMERAN, PUBLIKASI, DAN --
3. N KOMP DESKRIPSI TERTULIS YANG KOMPREHENSIF DARI 
PERANGKAT LUNAK DALAM BERBAGAI BENTUK DAN 
TINGKAT PERINCIAN YANG SECARA JELAS MENDEFINISIKAN 
PERSYARATAN, KONTEN, KOMPOSISI, DESAIN, KINERJA, 
PENGUJIAN, PENGGUNAAN, DAN PEMELIHARAAN USULKAN 
MAKNA BARU.

01 02
DOKUMENTASI 
HUKUM

Sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda
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TESAURUS BAHASA INDONESIA

PUSAT BAHASA

DOKUMENTASI: n PEMILIHAN, 
PENGARSIPAN, PENGOLAHAN, PENGUMPULAN, 
PENYIMPANAN, PERBAHANAN (hlm. 137)

HUKUM: n ADAT, ASAS, DASAR, KADA, 
KAIDAH, KANUN, KEKUASAAN, KEPUTUSAN, 
KETENTUAN, KETETAPAN, LEMBAGA, 
NORMA, PATOKAN, PERATURAN, PERINTAH, 
PRINSIP, RASAM, SYAIRAT, TAKDIR, TIOREM, 
UNDANG-UNDANG, YURA (hlm. 193).
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Copy Elemen C1, tempatkan 
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Send to Back 
lakukan hal yang sama pada 

gambar

TIPS !

(PASAL 1 ANGKA 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN 
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL)

DOKUMEN HUKUM ADALAH 
PRODUK HUKUM YANG BERUPA 
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN ATAU PRODUK 
HUKUM SELAIN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN YANG 
MELIPUTI NAMUN TIDAK 
TERBATAS PADA PUTUSAN 
PENGADILAN, YURISPRUDENSI, 
MONOGRAFI HUKUM, ARTIKEL 
MAJALAH HUKUM, BUKU 
HUKUM, PENELITIAN HUKUM, 
PENGKAJIAN HUKUM, NASKAH 
AKADEMIS, PERUNDANG-
UNDANG

Sumber: https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-33-
tahun-2012-tentang-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-nasional-dan-peraturan-menteri-

hukum-dan-hak-asasi-manusia-republik-indoensia-nomor-8-tahun-2019-tentang-standar-pengelolaan-
dokumen-dan-informasi-hukum-1907

• 02
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THEODRIK SIMORANGKIR

DOKUMENTASI HUKUM ADALAH 

PENGUMPULAN, PEMILIHAN, 

PENGOLAHAN DAN 

MENYIMPANAN INFORMASI 

DALAM BIDANG PENGETAHUAN 

HUKUM (2018: 83-84).

DOKUMENTASI HUKUM MENURUT:
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USAHA MENEMUKAN 

KAEDAH HUKUM, 

TERUTAMA YANG 

TERTULIS (1988: 1).

PENELUSURAN LITERATUR HUKUM, 
OLEH:
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RAGAM DOKUMEN HUKUM

1                    6
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN
BUKU HUKUM

2                    7
PUTUSAN PENGADILAN PENELITIAN HUKUM

3                    8
YURISPRUDENSI PENGKAJIAN HUKUM

4                   9
MONOGRAFI HUKUM NASKAH AKADEMIS

5                  10
ARTIKEL MAJALAH/JURNAL 

HUKUM
RANCANGAN PERUNDANG-

UNDANG
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PENGUMPULAN, PEMILIHAN, 

PENGOLAHAN DAN MENYIMPANAN 

INFORMASI  PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIASAAN, 

KAEDAH, PUTUSAN, DAN KEPUTUSAN.

PENELUSURAN DOKUMENTASI
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Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) VI daring

HIERARKI: n URUTAN TINGKATAN ATAU 
JENJANG JABATAN (PANGKAT KEDUDUKAN)
N ORGANISASI DENGAN TINGKAT WEWENANG DARI 
YANG PALING BAWAH SAMPAI YANG PALING ATAS
N BIO DERETAN TATARAN BIOLOGIS, SEPERTI 
FAMILI, GENUS, SPESIES
N KAT KUMPULAN PEMIMPIN GEREJA YANG 
TERDIRI ATAS USKUP, IMAM, DAN DIAKON 
USULKAN MAKNA BARU.
PERUNDANG-UNDANGAN: n YANG BERTALIAN 
DENGAN UNDANG-UNDANG; SELUK BELUK 
UNDANG-UNDANG.

01 03
HIERARKI 
PERUNDANG-
UNDANGAN

Sumber: https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda
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TESAURUS BAHASA INDONESIA

PUSAT BAHASA

HIERARKI: n JENJANG, KEDUDUKAN, 
SKALA, STRATA, STRUKTUR, TAHAP, 
TANGGA, TATARAN, TINGKATAN (hlm. 190).

PERUNDANG-UNDANGAN DARI 
KATA UNDANG-UNDANG: n HUKUM, 
KANON, KETENTUAN, KETETAPAN, 
KONSTITUSI, PERATURAN, QANUN, 
UNDANG-UNDANG DASAR (hlm. 544).
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JENIS DAN HIERARKI PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN

a. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945;

b. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 

RAKYAT;

c. UNDANG-UNDANG/PERATURAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG;

d. PERATURAN PEMERINTAH;

e. PERATURAN PRESIDEN;

f. PERATURAN DAERAH PROVINSI; DAN

g. PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011
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A. BERSADARKAN PASAL TERSEBUT, 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 

INDONESIA ADA TUJUH JENIS DAN 

KETUJUHNYA MEMILIKI KEDUDUKAN 

HIERAKI BERURUTAN.

B. DI SAMPING ITU, ADA JENIS PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN SELAINNYA, 

DIAKUI KEBERADAANNYA DAN MEMPUNYAI 

KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG 

DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH 

TINGGI ATAU DIBENTUK BERDASARKAN 

KEWENANGAN.

PASAL 7 JO. PASAL 8 
UU NO 12 TAHUN 2011
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SUATU URUTAN TINGKATAN 

YANG BERTALIAN DENGAN 

SELUK BELUK PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN.

HIERARKI 
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TEHNIK DAN METODE 
PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM

MODEL 
PENELUSURAN 

DOKUMEN HUKUM

MODEL 
PENELUSURAN 

DOKUMEN 
HUKUM 
SECARA 
MANUAL

MODEL 
PENELUSURAN 

DOKUMEN 
HUKUM 

MELALUI 
INTERNET
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MODEL PENELUSURAN 
DOKUMEN HUKUM 
SECARA MANUAL

PENELUSURAN DOKUMEN HUKUM SECARA MANUAL 

DIPERLUKAN DUA HAL (GREGORY CHURCHILL, 1988: 7-

8):

1. ALAT-ALAT, BERUPA KATALOG, INDEKS, PETUNJUK, 

DAN LAIN SEBAGAINYA, YANG DAPAT MERNBANTU 

DALAM USAHA MENELUSURI DOKUMEN HUKUM.

2. DOKUMEN HUKUM, YANG BERUPA TERBITAN 

RESMI PEMERINTAH(LEMBARAN NEGARA, 

LERMBARAN DAERAH, BERITA NEGARA, BERITA 

DAERAH.) DAN TERBITAN SWASTA, MISAL: 

HIMPUNAN KUMPULAN, EDARAN BERKALA.
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MODEL PENELUSURAN 
DOKUMEN HUKUM 
SECARA MANUAL

PENELUSURAN SECARA 

MANUAL, YURIS HARUS 

MENCARI DOKUMEN-

DOKUMEN HUKUM YANG 

BERUPA HIMPUNAN 

PERATURANAN PERUNDANG-

UNDANGAN, HIMPUNAN 

PUTUSAN PENGADILA, 

HIMPUNAN BERITA NEGARA, 

HIMPUNAN BERITA DAERAH, 

DAN DOKUMEN-DOKUMEN 

HUKUM LAIN, DICARI DAN 

DITELISIK TERHADAP 

DOKUMEN-DOKUMEN ITU.
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MODEL PENELUSURAN 
DOKUMEN HUKUM 
MELALUI INTERNET

A. SUMBER-SUMBER HUKUM YANG TERDAPAT DALAM 

DOKUMENTASI HUKUM TERSEBUT, DEWASA INI HAMPIR 

SEMUA (TIDAK SEMUANYA) DAPAT DITELUSURI SECARA 

ONLINE.

B. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

NASIONAL (JDIHN) YANG DIMILIKI LEMBAGA PEMERINTAH 

DI PUSAT MAUPUN DARAH, YANG DAPAT DIAKSES SECARA 

ONLINE.

C. JDIHN WADAH PENDAYAGUNAAN BERSAMA ATAS 

DOKUMEN HUKUM SECARA TERTIB, TERPADU, DAN 

BERKESINAMBUNGAN, SERTA MEMPUNYAI MERUPAKAN 

SARANA PEMBERIAN PELAYANAN INFORMASI HUKUM 

SECARA LENGKAP, AKURAT, MUDAH DAN CEPAT.
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JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM NASIONAL (JDIHN)

https://jdihn.go.id/
JDIHN sebagai pusat

https://peraturan.bpk.go.id/
JDIHN DI BPK RI. SERING MUNCUL POSISI PALING ATAS DALAM PENCARIAN 

PERATURAN PERUNDANG-UNDGAN.

https://peraturan.go.id/
JDIHN DI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

https://jdih.setneg.go.id/Produk
JDIHN DI Kementerian Sekretariat Negara

https://setkab.go.id/category/peraturan/
WEBSITE YANG MEMUAT PERATURAN DI SECRETARIAT KABINET

https://beritanegara.co.id/
WEBSITE YANG MEMUAT BERITA NEGARA
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JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI 

HUKUM NASIONAL (JDIHN)

https://ojk.go.id/id/Regulasi/Default.aspx
LAMAN YANG TERKAIT DENGAN PERATURAN HUKUM SEKTOR KEUANGAN

https://lps.go.id/regulasi/
LAMAN TERKAIT PERATURAN PENJAMINAN

https://kppu.go.id/peraturan-perundang-undangan/
LAMAN TERKAIT PERATURAN PERSAINGAN USAHA

https://jdih.lkpp.go.id/regulation/index
LAMAN TERKAIT PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Default.aspx
LAMAN TERKAIT PERATURAN PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN

Peraturan terkait lainnya
DAPAT LANGSUNG MENGUNJUNGI WEBSITE TERKAIT, MISAL PERATURAN 

DPR/MPR, BISA BERKUNJUNG KE LAMAN KEDUANYA, DLL
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DATABASE 

PERATURAN JDIH BPK
LAMAN JDIH YANG MUNCUL PALING ATAS

KETIKA KLIK ‘UU BUMN’, UU BUMN 

DI PENCARIAN GOOGLE, MAKA 

DISUGUHKAN UU BUMN TERBARU 

OLEH GOOGLE DENGAN 

PENCARIAN PALING ATAS ADALAH 

LAMAN JDIH BADAN PEMERIKSA 

KEUANGAN (BPK) RI.
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JDIH BPK

JDIH BPK NOMOR 1 PENCARIAN 
PERATURAN DI GOOGLE

HASIL PENCARIAN YANG DEMIKIAN 
TERSEBUT DIMUNGKINKAN LAMAN 
JDIH BPK SELALU UP DATE 

LAMAN URUTAN BERIKUTNYA 
HASIL PENCARIAN DI GOOGLE

2. HUKUMONLINE

3. KOMISI INFORMASI PEMPROVE 
ACEH

4. JDIH KEMENTERIAN KEUANGAN

5. JDIH KEMENTERIAN PEKERJAAN 
UMUM

6. DST
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PENCARIAN PUTUSAN

LAMAN PUTUSAN MA NOMOR 1 

PENCARIAN PERATURAN DI 

GOOGLE

HASIL PENCARIAN YANG DEMIKIAN 

TERSEBUT DIMUNGKINKAN LAMAN 

PUTUSAN MA SELALU UP DATE 
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MA NOMOR 1 DI GOOGLE

UNTUK PENCARIAN DENGAN KATA 

‘PUTUSAN’ MAKA HARUS DIAKUI DAN 

DIBERI JEMPOL, MAKA LAMAN 

PUTUSAN MARI DALAM URUTAN TOP, 

PALING ATAS, NOMOR 1, PENCARIAN 

DI GOOGLE.

KEMUDIAN DIIKUTI LAMAN MKRI 



C O L O R  P A L L E T E
( P A L E T  W A R N A )

Gunakan Eyedroper untuk 
mengambil warna di bawah

Bagian Ini Tidak Akan Muncul 
Pada Saat Slide Show

Eyedroper: shape format>shape 
fill/text fill>eyedroper

TUJUAN 
PENELUSURAN 
DOKUMEN 
HUKUM

Section

03
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TUJUAN 
PENELUSURAN 
DOKUMEN HUKUM

A. UNTUK MENGETAHUI PERATURAN YANG 

MENGATUR PERIHAL TERTENTU TERSEBUT 

BERADA.

B. UNTUK MENEMUKAN KAEDAH HUKUM 

BERLAKU SECARA AKURAT.

C. MENJELASKAN MAKNA DARI KAEDAH 

HUKUM TERSEBUT DAN MEMBERI 

PETUNJUK TENTANG PELAKSANAAN ATAU 

PENERAPAN KAEDAH HUKUM TERHADAP 

MASALAH TERSEBUT (GREGORY 

CHURCHILL, 1988: 1).
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SUMBER-
SUMBER 
HUKUM
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Sumber-Sumber Hukum

BAHAN 
HUKUM 

TERDAPAT 
TIGA 

KLASIFIKASI

Bahan 
Hukum 
Primer

Bahan 
Hukum 
Skunder

Bahan 
Hukum 
Tersier
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mengambil warna di bawah

Bagian Ini Tidak Akan Muncul 
Pada Saat Slide Show

Eyedroper: shape format>shape 
fill/text fill>eyedroper

Anda bisa gunakan icon dari File 
Icon_PPT.PPTX (+1700 Icon)

TIPS !

Copy (ctrl+c) salah satu icon lalu 
pilih salah satu icon placeholder 
(kotak putus2 dengan tulisan i) 

lalu paste (ctrl+v) 

04 01 
BAHAN HUKUM 

PRIMER

04 02 
BAHAN HUKUM 

SKUNDER

Target
PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN
IUS CONSTITUENDUM

Share
KEBIASAAN DOKTRIN

Good
YURISPRUDENSI

Bad
PERJANJIAN 

INTERNASIONAL

Owner
KONTRAK/PERJANJIAN

04 03 
BAHAN HUKUM 

TERSIER

PETUNJUK ATAU 
PENJELASAN HUKUM

TABEL TERSEBUT DIAMBIL DARI SHIDARTA (2024: 11, 14, 15)38
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Eyedroper: shape format>shape 
fill/text fill>eyedroper

Anda bisa gunakan icon dari File 
Icon_PPT.PPTX (+1700 Icon)

TIPS !

Copy (ctrl+c) salah satu icon lalu 
pilih salah satu icon placeholder 
(kotak putus2 dengan tulisan i) 

lalu paste (ctrl+v) 

SUMBER HUKUM DOKUMENTASI HUKUM

BAHAN HUKUM 
PRIMER

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

LEMBARAN NEGARA, TAMBAHAN 
LEMBARAN NEGARA. BERITA NEGARA, 

TAMBAHAN BERITA NEGARA. LEMBARAN 
DAERAH, BERITA DAERAH

BAHAN HUKUM 
PRIMER

KEBIASAAN HUKUM KEBIASAAN, HUKUM 
ADAT

BAHAN HUKUM 
PRIMER

YURISPRUDENSI BUKU YURISPRUDENSI, PUTUSAN 
PENTING

BAHAN HUKUM 
PRIMER

PERJANJIAN INTERNASIONAL TRAKTAK, KONVENSI, UU 
RATIFIKASI

BAHAN HUKUM 
PRIMER

KONTRAK/PERJANJIAN AKTA NOTARIS, PERJANJIAN DI 
BAWAH TANGAN, KONTRAK 

BAKU, KONTRAK ELEKTRONIK
TABEL TERSEBUT DIAMBIL DARI SHIDARTA (2024: 11, 14, 15)39
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Bagian Ini Tidak Akan Muncul 
Pada Saat Slide Show

Eyedroper: shape format>shape 
fill/text fill>eyedroper

Anda bisa gunakan icon dari File 
Icon_PPT.PPTX (+1700 Icon)

TIPS !

Copy (ctrl+c) salah satu icon lalu 
pilih salah satu icon placeholder 
(kotak putus2 dengan tulisan i) 

lalu paste (ctrl+v) 

SUMBER HUKUM DOKUMENTASI HUKUM

BAHAN HUKUM 
SKUNDER

IUS CONSTITUENDUM
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN, NASKAH AKADEMIK

BAHAN HUKUM 
SKUNDER

DOKTRIN BUKU TEKS, JURNAL ILMIAH, 
PUBLIKASI RISET HUKUM, 

MONOGRAF HUKUM

BAHAN HUKUM 
TERSIER

PETUNJUK ATAU PENJELASAN KAMUS, ENSIKLOPEDIA, 
KATALOG, INDEKS

TABEL TERSEBUT DIAMBIL DARI SHIDARTA (2024: 11, 14, 15)

DOKUMENTASI HUKUM TERSEBUT DAPAT DITELUSURI SECARA ONLINE SEBAGAIMANA 
DIKEMUKAKAN DALAM SLIDE PEMBAHASAN 02 TEHNIK DAN METODE PENELUSURAN 

DOKUMEN HUKUM DI ATAS, MISALNYA PENULUSURAN UNDANG-UNDANG, BISA 
MENTELUSUR MELALUI SALAH SATUNYA JDIHN.GO.ID 
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Eyedroper: shape format>shape 
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RANCANGAN 
DOKUMEN 
HUKUM DALAM 
RANGKA 
LITIGASI

Section
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BUKU PENINJAUN KEMBALI 
SEPERTI DI SAMPING

PENYUSUNAN RANCANGAN 
DOKUMEN HUKUM DALAM 
RANGKA LITIGASI

PERLU 
MEMPERTIMBANGKAN 
TIGA HAL:
1. DOKTRIN
2. NORMA
3. PUTUSAN

BUKU ITU OLEH BINZIAD KADAFI (2023), 
DISUSUN DENGAN TIGA HAL DI ATAS.
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CONTOH 
KASUS

Section

06
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NOVI PEMILIK MOBIL MENGASURANSIKAN 
MOBILNYA PADA PERUSAHAAN ASURANSI 
PT YOU INSURANCE TERHADAP BAHAYA 
TABRAKAN. KEMUDIAN, MOBIL TERSEBUT 
DIGUNAKAN OLEH NIVO TANPA IJIN DARI 
NOVI. PADA SAAT DIGUNAKAN OLEH NIVO, 
TERJADI TABRAKAN YANG MENIMBULKAN 
KERUGIAN BERAT. NIVO KARENA 
MENGAKU BERSALAH BERSEDIA 
MENGGANTI KERUGIAN KEPADA NOVI. 
KARENA NOVI PERNAH BERUTANG BUDI 
KEPADA NIVO. DIA MEMBEBASKAN NIVO 
DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR GANTI 
KERUGIAN ITU. UNTUK MEMPEROLEH 
GANTI KERUGIAN, NOVI MENGKLAIM 
PENANGGUNG ASURANSI YOU 
BERDASARKAN POLIS ASURANSI. 
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BEDASARKAN KASUS DI ATAS : 
1. APA ITU SUBJEK HUKUM 

BERDASARKAN HUKUM 
INDONESIA?

2. APA SAJA RAGAM SUBJEK 
HUKUM?

3. SEBUTKAN DARI MANA 
INFORMASI SUBJEK HUKUM 
DIPEROLEH?

4. MENGAPA NOVI MELAKUKAN 
KLAIM KEPADA PT YOU 
INSURANCE

5. APAKAH NIVO BEBAS DARI 
KEWAJIBAN?

6. SEBUTKAN DARI MANA 
INFORMASI TERSEBUT 
DIPEROLEH?
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